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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi
oleh BUMN khususnya PT Asabri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kemudian bagaimana bentuk
pertanggungjawaban Direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan, dan bagaimana menilai kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuranss BUMN
termasuk dalam kerugian negara ataukah kerugian perusahaan. Tujuan penelitian ini secara umum adalah
untuk memberikan pemahaman secara teori hukum dari sudut pandang hukum keuangan publik terkait
kerugian penyelenggaraan asuransi sosial oleh BUMN terkhusus PT Asabri (Persero) dalam pengelolaan
dan pertanggungjawaban Direksi. Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah dapat mengidentifikasi kriteria
kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri (Persero), dapat
menganalisis bentuk pertanggungjawaban Direksi PT Asabri (Persero) atas kerugian yang terjadi dalam
pengelolaan BUMN, dan mengetahui kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuranss BUMN termasuk
dalam kerugian negara atau kerugian perusahaan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk
penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini
adalah penurunan keuangan PT Asabri (Persero) tidak didasarkan pada kriteria kerugian negara atau
kerugian perusahaan sehingga, tidak dapat dikatakan suatu kerugian negara melainkan, suatu akibat risiko
bisnis/perusahaan. Hal ini disebabkan tidak ada dasar yang jelas Direksi PT Asabri (Persero) telah
merugikan negara atau perusahaan, maka dari itu bentuk pertanggungjawaban Direksi perlu untuk merujuk
pada PMK No. 248/PMK.02/2016 dan diharapkan untuk menentukan suatu kerugian negara dengan
menggunakan data yang nyata dan pasti jumlahnya, tidak dengan asumsi atau spekulasi.

...... The problem in this study are what are the criteria for losses in the implementation of insurance services
by SOEs, especially PT Asabri based on the Minister of Finance Regulation, then what is the form of the
Board of Directors responsibility for losses that occur in the management of SOEs based on the Minister of
Finance Regulation, and how to assess losses in the activities of organizing SOE insurance included in state
losses or corporate losses. The purpose of this study in general isto provide atheoretical understanding of
law from a public finance law perspective regarding the disadvantages of implementing social insurance by
BUMN, especially PT Asabri (Persero) in the management and accountability of the Board of Directors. The
specific objectivesin this thesis are to be able to identify the criteria for losses in the implementation of
insurance services by SOEs, especially PT Asabri (Persero), to be able to analyze the form of accountability
of the Directors of PT Asabri (Persero) for losses that occur in the management of SOEs, and to find out
losses in the activities of organizing BUMN insurance, including in state losses or company losses. The
form of research used is juridical-normative research and the type of research used is descriptive-analytic.
The results of this study are that the decline in the finances of PT Asabri (Persero) is not based on the
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criteriafor state losses or company losses, so that it cannot be said that it is a state loss, but rather a result of
business/company risk. Thisis because there is no clear basis for the Directors of PT Asabri (Persero)
having harmed the state or the company, therefore the form of accountability for the Directors needs to refer
to PMK No. 248/PMK.02/2016 and it is expected to determine a state |oss using real and definite data, not
assuming or speculating.



